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KTPAIII DIITAS PEITDTDIRAJT PEMI'DA DA!( OIIIERAGA,
Menimbang : a.

5-

6.

2.

b-

c.

Mengingat : 1.

4.

bahwa- untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan,
sekolal- perlu mempedomani peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2O1O tentalg
Pengelolaan dai penyelenggaraan pendidikan 

;

balwa ultuk kepealuarr penataal Administrasi Sekolah
dan 

_ 
Pemenulan persyaratan pengajuan Ak.di;"i

Sekolah ke Badan Alceditasi Nasiona! sekolah harus
memiliki lzin Operasional penyelenggar.aan Sekolah;

bahw€ 
, 
berdasarkan pertimbangan seb.geimala

dmaksud dalam huruf a daJI huruf b perlu diGtapkan
Keputusan Kepala Dinas. pendidikan pemuda danOlalraga tentang pembaharr.ra! Izin OFrerasional
Penyelenggeraan Sekolah Dasar Wegen Of'fiumaig
Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 _ 2O2O;

Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tentang
P,enyelenggar:aan Negara yang bebas dari korupsi, KoluJ
dan Nepotisrne;
U_ndallg-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negar.a;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 38 Taiun 2003 tentang
l"pF"gF" Kabupaten Dhamasraya, kabupatei
Solok Selatan, dan lGbupaten pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat;
Undalg-Undang Nomor 1 Talun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dai
Pemerintahan Daerah;
Undsng-Undang Nomor 12 Talun 2011 terteng
Pembentukan Peraturan perundang-Undanga4

7.



9.

10.

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentans
leperintalran Daerai, sebagaim"na t.lah ;i;;J
oeDerapa kali terahir dengan Undang_undang Nomor 9Tahun 2015;
Peratu:an Pemerintah Nomor 19 Tahun
Stardar Nasional pendidikan 

;
Perahtran Pemerintai Nomor Sg Tahun
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peratur.an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOZ tentang
fembaglan Urusan pemerintahan Daerah provinsi, dai
Pemerintahan Daerai IGbupaten/Kota;
Peratlrra' Pemerintah Nomor 17 Taiun 2OlO tentangPe_ngelolaan dan penyelenggaraar pendidika_ri
sebagaimana telah diubah dengan peratuian pemerintah
Nomor 66 Taiun 2OlO;
Peratu.an Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Taiun 2006tentang PedomaJr pengelolaan keuangan Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah tei.frir aeng.r,
leraluran Y-enteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 it ;Peratuian Menteri pendidikan dan Kebudayaal Nomor36 .Tahun - 2014 tentang pedoman -pendidikan,
Perubahan dan Penutupan Satuan peodidikan Dasar
dan Menengah:
Peraturan- Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3Tahun 2OO9 tentang penyelenggaraan pendidikan di
Ka bupaten Dha-rmasraya;

lelahlrg! Daerah Kabupaten Dharrnasraya Nomor ITaiun 2010 tentang pembentukan Organisasi dar Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya ;Peraturalr Bupati Dharmasra),.a Nomor 2 Talun 2Ol3
tentang Pedoman penerimaan peserta Didik Baiu pada
lt3l"t Pendidikan Formal (sekolah) XaUup'ar"n
u narmasraya;
Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor S Tahun 2013
tentang Standar Pelayanan Minimal pendidikan Dasar di
Kabupaten Dharmasraya.

Sufat Permohonan Kepala UpT pendidikan pra SekolaiDan Sekolah Dasar Kecarnatan Tirrnalg Nomor :
43A/.96/A8/TJ-2AI6 Tangsat 11 Maret 20i6 ten;eP€mballarual lzin Operasional SDN 01 Tiumari
Kabupaten Dhaimasraya.

MEMtrTUSKAN

Memberikan Pembalaruan l2i,rr Operasional
Penyelenggaraan SDN 01 Tiurnang tahur 2016 _2O2O.

SDN 01 Tiumang sebagaimana dimaksud datam diktum
KESATU dalam operasional penyelenggaraa$ sekolab
narus 

. memperhatikan tugas dan tanggung jawab
sebagar berrkut :

17.

2005 tentang

2005 tentang

12.

13.

14.

15.

16.

18.

Memperhatikar

Menetapkan
KESATU

KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

1. Dalam menyelenggarakal sekolah selalu berpedoman
pada peraturan peru"a*g - .rr,a"'lg"- r="sL.i;;.

2- Pengelolaan Satu€n pendidikan harus berupaya
llT:lSi srandar _ pelayanan minimat bi;;;
P:ndr.d'Igr dasar dalalll upal,a menuju pencapaiai
Standar Nasional pendidikan (SNB m;tal;i Oi;;;;;
satuan Pendidikan dan Manaiemen Berbasis Sekolah
(MBS).

3. Sekolah harus mampu melaksanaLan SistemP,:"11 
"ln Mrrtu Inremal (SpMI) yang hasitnya

draJukan kepada Badan Akreditasi Nasional Sekolai
?asq {PAN_-SDI unruk memperolet p.ng."rt rl
alceditasi sekolah secara berkaler.

4. Sekolah harus selalu melakukan koordinasi intensif
dengan Dinas pendidikan pemuda dai Olahraga
dalarn penyelenggaraan dan pengelolaan sekolal..

5. Sekolah harus memberikan laporan terfuIs seca.raberkala setiap talunnya tentang hasil
penyelen ggaraarl program pendidikan kepada B upati
Dhar-masraya melalui Kepala Dinas pendidii<an
Pemuda dan Olairaga sebagai bahan kajian darr

6. Izin Operasiona_l penyelenggaraan sekolai ini harus
di perbaharui kembali sesuai waLhtnya.

Dalam. menjalankan operasional penyelenggaraan
sekolah, Nepala Sekolah bertanggung Jawab Iepadauupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas pendid'ikai
Pemuda dai Olairaga.

5 putuYYl*ini bertaku sejal I Januaii 2016 sampai
dengan 31 Desember 2O2O

tembusan disampaikan Kepada yth :L Bupati Dharmasraya di putau punjuns
2. Krpala Din8s Pendidikar dan KebudaFm provinsi Sumatm Barat di padMp
J. r(etua DPRIT kabupaten DharmasraF dj pulau punjune
4. 

,Kepala DP-PKD tGbuparen Dharma3raya dj put.u pu;j;g.
5. lnsp€lclur Kabupaten Dharmsray6 di putau punjung

ung
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